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Abstrak
Perelitian ini bertujuan untuk meneliti perkembangan hak menguasai negara dalam hukum
rtanahan sebagai evaluasi pembentukan hukum pertanahan nasional kedepanya agar lebih baik gemi.
ﬁemde penelitian yang digunakan dengan pendekatan yurudis normatif, data diambil dari data
sekunder, dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitan menunjukan untuk memahami
perkembangan Hak Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional terlebih dahulu harus
mempelajari Hukum Tanah Administratif Pemerintah Hindia anda. Sehingga dapat dipahami
setalah berlakunya UUPA asas Domein Verklaring dihapus. Hak Menguasai dari Negara tidak
memberi kewenangan untuk menguasai tanah secara fisik seperti ha katas tanah, karena sifatnya
semata-mata hukum publik. Jika Negara sebagai Penyelenggara memerlukan tanah untuk
melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan kepadanya oleh Negara selaku
Badan Penguasa melalui lembaga Pemerintah yang berwenang, termasuk hak atas tanah untuk
perorangan dan badan hukum.
Kata Kunci: Pertanahan, Hak Menguasai Negara, Domein Verklaring.

ﬂshact

This research aims to examine the development of state control rights in land law as an evaluation of
the establishment of national land law in the future to be better. Resea methods are used with
normative judicial approaches, data is drawn from secondary data, and analyzed qualitatively. The
results of the study showed that to understand the development of State Control Rights in National
Land Law must first study the Administrative Land Law of the Dutch East Indies Government. So that
it can be understood after the enactment of the uupa principle Domein Verklaring removed. The right
to control of the state does not give authority to physically control the land as ha catalys land, because
it is solely public law. If the State as the Organizer requires land to carry out its duties, the land
concerned shall be granted to it by the State as the Ruling Body through an authorized Government
agency, including land rights for individuals and legal entities.

Keywords: Land, Right to Control the State, Domein Verklaring,
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Pendahuluan

Dengan berlakunya ﬂndang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan
Dasar Pokok —-pokok Agraria, maka domeinverklaring dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit
( 5-1870-118) secara resmi di cabut. Dalam Pasal 1 Agrarisch Besluit tersebut dimuat
suatu pernyataan asas yang sangat penting bagi perkembangan dan pelaksanaan
Hukum tanah Administratif Hindia Belanda. Dinyatakan glam Pasal 1 Agrarisch
Besluit ( 5-1870-118) : gehoudens opvolging van de tweede en derde bepaling der voormelde
wet, blijft het beginsel gehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt van
eigendom wordt bewezen, domein van de staat is”. Jika diterjemahkan : “Dengan tidak
mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Agrarische Wet, tetap
dipertahankan asas, bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan
sebagai hak eigendomnya, adalah domein (milik) Negara.” (Harsono, 2008)

Fungsi Domein verklaring dalam praktik pelaksanaan peundang-undangan
pertanahan Hindia Belanda diantaranya sebagai landasan hukum bagi Pemerintah (
Hindia Belanda) yang mewakili Negara ( Hindia Belanda) sebagai pemilik tanah,
untuk memberikan tanah dengan hak-hak barat ang diatur dalam Kitab Undang-
undang Hukum Perdata, seperti hak erpacht, hak opstal dan lain-lainnya. Dalam
rangka Domein verklaring, pemberian tanah dengan hak eigendom di lakukan dengan
cara pemindahan hak milik Negara kepada penerima tanah. Dalam pemberian hak-
hak tersebut Negara ( Hindia Belanda) bukan bertindak selaku Penguasa, melainkan
sebagai pemilik perdata. Fungsi Domein Verklaring dalam hukum pertanahan
Hindia Belanda juga sebagai pembuktian pemilikan. Setiap bidang tanah selalu ada
yang memiliki. Kalau tidak dimiliki oleh perorangan atau badan hukum, maka
Negara pemiliknya. (Harsono, 2008)

ejak berlakunya Undang-undang Nomor.5 tahun 1960, yang singkatan
resminya UUPA, Negara bukan lagi dalam kedudukan sebagai pemilik perdata (
Domein), namun sebagai Badan Penguasa. Hal ini jelas ternyata galam Pasal 2 ayat

(1) UUPA : Atas Dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan
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ﬂal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi air dan ruang angkasa, termasuk
?ekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai
oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Adapun tanah Negara mendasar Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Eomor
8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara, menyatakan bahwa tanah
Negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh Negara.

Dengan perjalanan hukum pertanahan tersebut diatas, kiranya hal tersebut
menjadi alasan tersendiri bagi penulis untuk meneliti mengenai Perkembangan Hak
Menguasai Negara dalam Hukum Pertanahan Nasional, dan apa saja yang menjadi
kewenangan Hak Menguasai Negara pada Hak Atas Tanah ?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah
enelitian yang dikakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data
sekunder. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena gata yang
digunakan lebih banyak data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum.
Endekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori hukum.
Pendekatan dalam penelitian hukum adalah mengkaji hukum melalui asas-asas
hukum. gmber data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data
sekunder digunakan sebagai referensi utama yang sudah tersedia dalam bentuk
tulisan dalam buku, jurnal ilmiah, maupun sumber tertulis lainnya. ?eknik
pengumpulan data dilakukan melalui penelurusan secara konvensional dan daring,.
Penulusaran kepustakaan secara konvensional adalah kegiatan mencari sumber
pustaka ke tempat penyimpanan data. Sedangkan penulusan secara daring adalah
kegiatan mencari sumber pustaka di dunia maya melalui jaringan internet. Metode
nalisis data yang digunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema yang disajikan dalam bentuk narasi. Penelitian
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ini menggunakan analisis data kualitatif karena data akan disajikan dalam secara
naratif-deskriptif, bukan dalam bentuk angka atau numerik.
Easil Penelitian dan Pembahasan

Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana sejarah hak
menguasai Negara dalam Hukum Tanah nasional, kiranya perlu di ketahui Hukum
Tanah Administrarif pada saat Pemerintah Hindia Belanda, agar dapat diketahui
pembedanya antara Hak Milik Negara (Domein Verklaring) dan Hak Menguasai
Negara sebagaimana tercantum dalam UUPA.

Agrarische Wet merupakan suatu Undang-undang yang dibuat di negeri Belanda
pada tahun 1870. Agrarische Wet ( AW) di Undangkan dalam S 1870-55 sebagai
tambahan ayat-ayat baru pada Pasal 62 Regerings Reglement Hindia Belanda tahun
1854. Semula Regering Reglement ( RR) tersebut terdiri atas 3 ayat. Dengan tambahan
5 ayat baru, ayat 4 sampai dengan 8 oleh Agrarische Wet, maka Pasal Regering
Reglement ( RR) terdiri atas 8 ayat.

Pasal 62 Regering Reglement ( RR) kemudian menjadi Pasal Indische
Staatsregeling (IS) pada tahun 1925. Lengkapnya isi Pasal 51 Indische Staatsregeling
(IS) adalah sebagai berikut :

a)  Gubernur Jenderal tidak boleh menjual tanah

b) Dalam larangan diatas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang
diperuntukkan bagi perluasan kota, desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan
usaha kerajinan.

c¢) Gubernur Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan
yang ditetapkan dalam ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan
adalah tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan,
demikian juga tanah-tanah sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lain
merupakan kepunyaan desa.

Tambahan Agrarische Wet 1870
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a)

b)

d)

Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan
hak erpacht selama waktu tidak lebih dari tujuh puluh lima tahun.

Gubernur Jenderal menjaga jangan sampai terjadi pemberian tanah yang
melanggar hak-hak rakyat pribumi.

Gubernur Jenderal tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal
pembukaan hutan yang digunakan untuk keperluan sendiri, demikian juga
tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atau atas dasar lain
merupakan kepunyaan desa, kecuali untuk kepentingan umum berdasarkan
Pasal 133 atau untuk keperluan penanaman tanaman-tanaman yang
diselenggarakan atas perintah penguasa menurut peraturan-peraturan yang
bersangkutan, semuanya dengan pemberian ganti kerugian yang layak.

Tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang
turun temurun ( yang dimaksudkan hak milik adat) atas permintaan pemiliknya
yang sah dapat diberikan kepadanya hak eigendom, dengan pembatasan-
pembatasan yang diperlukan sebagai yang ditetapkan dengan ordonansi dan
dicantumkan dalam surat eigendomnya yaitu mengenai kewajibannya terhadap
Negara dan desa yang bersangkutan, demikian juga mengenai kewenangannya
untuk menjualnya kepada non-pribumi.

Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada non
pribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi.

Pada hukum tanah administratif Pemerintah Hindia Belanda, Negara bertindak

sebagai pemilik tanah sebagaimana asas Domein Verklaring, sehingga Gubernur

Jenderal dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan

dalam ordonansi.

1.

Hak menguasai Negara dalam Hukum Tanah Nasional
Kaidah-kaidah hukum tanah nasional telah diatur galam Undang-
undang Nomor 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Pokok Agraria, disingkat UUPA.
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(Dewi, 2020) Hukum Agraria lama, bersifat dualistis, artinya di samping Eerlaku
hukum agrarian adat, berlaku juga hukum agrarian barat secara bersamaan
dalam satu Negara. (Dewi, 2020)

Hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum
tanah nasional. Artinya pmbangunan hukum tanah nasional dilandasi konsepsi
hukum adat, yang dirumuskan dengan kata-kata Komunalistik religious, ng
memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah
yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan.

Sifat komunalistik religious konsepsi hukum tanah nasional, ditunjukan
oleh Pasal 1ayat 2 UUPA, yang menyatakan bahwa Seluruh Eumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia, sebagai grunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air
dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Dapat dipahami bahwa pernyataan Seluruh Eumi, air dan ruang angkasa,
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah
Republik Indonesia, sebagaiEarunia Tuhan Yang Maha Esa, merupakan unsur
religius dalam konsepsi hukum tanah nasional. Suasana religius hukum tanah
nasional tampak juga dalam konsiderans atau berpendapat dan Pasal 5 UUPA,
sebagai pesan atau peringatan kepada pembuat Undang-undang agar dalam
membangun hukum tanah nasional jangan mengabaikan, melainkan harus
ngindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. (Boedi
Harsono, 2008)

Pasal 2 UUPA telah menjelaskan bahwa hak menguasa Negara berasal dari
Fasal 33 Undang-undang Dasar 1945, yang mencakup bumi, air, ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. asal 33 ayat 3 Undang-
undang Dasar 1945 berbunyi : Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Sedangkan Pasal 2 ayat 1 UUPA menyatakan Atas dasar
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Eetentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi di kuasai oleh
Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Jika diperhatikan dari bunyi E’:lsal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945
yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya,
sedangkan galam Pasal 2 ayat 1 UUPA dinyatakan Eumi, air dan ruang angkasa
dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara.

Tambahan “ruang angkasa",da Pasal 2 ayat 1 UUPA bukan berarti Pasal
2 ayat 1 UUPA menambahi sesuatu, tetapi hanya sekedar deklaratif saja, yaitu
menerangkan bahwa tentunya tidak mungkin air dan bumi itu tanpa ruang
angkasa, dan ruang angkasa itu sendiri termasuk dalam pengertian agrarian
dalam artian luas, demikian termasuk salah satu sasaran pembangunan
ekonomi dan pertahanan nasional. (Parlindungan, 1994)

2.  Kewenangan Hak Menguasai Negara pada Hak Atas Tanah

Negara sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki
sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga
negaranya. Sangat wajar jika setiap hukum positif (UU) selalu menempatkan
suatu tujuan yang terdapat dalam hukum itu secara inklusif termasuk tujuan
Negara . Hal ini terlihat dalam ketentuan-ketentuan Dasar Pokok Agraria, yang
menempatkan hak menguasai Negara atas ha katas tanah diatur dalam Pasal 2
(2) dan (3) UUPA dinyatakan bahwa :

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) Pasal ini
memberi wewenang untuk :

a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
b. Menentukkan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa
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c.  Menentukkan dan mengatur ?ubungan-hubungan hukum antara orang-
orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang
angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak yang menguasai dari Negara
tersebut pada Pasal 2 ayat ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil
dan makmur. (Supriadi, 2012)

Konsepsi hak atas tanah dalam UUPA berbeda dengan konsepsi
mengenai hak kebendaan atas tanah yang ?atur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Perdata. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang tanah,
jika tidak dimiliki oleh perorangan atau badan kesatuan, maka tanah itu milik
dari Negara. Berbeda konsep yang terdapat dalam UUPA, dimana anah di
seluruh wilayah bukanlah milik Negara Republik Indonesia, melainkan hak
bangsa Indonesia dan pada tingkatan yang paling tinggi di kuasai oleh Negara
Republik Indonesia sebagai kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. (Muljadi, 2012)

Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan mengenai semua Eumi, air dan
ruang angkasa, baik yang sudah di haki oleh seseorang maupun yang tidak.
Kekuasaan Negara mengenai tanah yang sudah dipunyai orang dengan
sesuatu hak dibatasi oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara
memberi kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan
haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. Adapun isi hak itu
serta pembatasan-pembatasanya dinyatakan dalam Pasal 4 dan Pasal-pasal
berikutnya. (Boedi Harsono, 2008)

Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan :

a) Atas dasar Ek menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam
Pasal 2 ditentukkan adanya macam-macam hak s permukaan bumi,

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-
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orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta

badan-badan hukum.

b) E&lk-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, Eemikian
pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan
Peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak
oleh seseorang atau pihak lainnya lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman
pada tujuan yang disebutkan diatas Negara dapat memberikan tanah yang
demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut
peruntukan dan keperluannya, misalnya ﬁk milik, hak guna usaha, hak guna
bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan sesuatu
badan penguasa ( Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk
dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing, sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA.

genggunaan tanah tersebut harus disesuaikan dengan keadaannya dan
sifat haknya, hingga memberikan manfaaat baik bagi kesejahteraan dan
kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat
dan Negara. Kepentingan —-kepentingan masyarakat dan perseorangan haruslah
berada dalam keadaaan yang seimbang. Hak-hak as , Hak milik, Hak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak pakai tetap harus memperhatikan akan fungsi
hak atas tanah yang berfungsi sosial. (Muljadi, 2012)

Dari hak menguasai Negara inilah , Negara memberikan berbagai jenis
hak atas tanah, yang terdiri dari : Hak individual yang bersifat perdata, hak
pengelolaan, tanah wakaf. Hak individual yang bersifat perdata, terdiri dari :

hak primer dan hak sekunder ( derivatif) . Hak primer merupakan hak yang
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langsung diberikan oleh Negara kepada pemegang haknya. Hak ini meliputi :

Hak milik, Eak Guna Bangunan , Hak Guna Usaha , Hak Pakai. (Irma Devita

Purnamasari, 2011)

Diantara Eak atas tanah yang ada dalam UUPA ialah Hak Guna Usaha.

Dalam Pasal 28 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa gak guna usaha adalah hak

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka

waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, na perusahaan pertanian,

perikanan atau peternakan. (Prasetyo, 2013)
Simpulan

Perkembangan Hak Menguasai negara bergantung erat dengan kaidah hukum
tanah nasional telah diatur galam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960, tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang dikenal dengan sebutan Undang-undang
Pokok Agraria, disingkat UUPA. Hukum Agraria lama, bersifat dualistis, artinya di
samping Eerlaku hukum agrarian adat, berlaku juga hukum agrarian barat secara
bersamaan dalam satu Negara. hak menguasa Negara berasal dari Fasal 33 Undang-
undang Dasar 1945, yang mencakup bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya. Fasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi
: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan gasal 2
ayat 1 UUPA menyatakan Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-
undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, Bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan

tertinggi di kuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.
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